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IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, merupakan laporan
pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kabupaaten Pangandaran dalam
rangka mencapai sasaran strategis. Laporan kinerja ini disusun dengan
tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran
strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 melalui pengukuran data kinerja
setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 yang melipatkan seluruh unsur
Bappeda Kabupaten Pangandaran. Capaian kinerja diukur dengan
membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dengan pengukuran kinerja sebagai
berikuit:

Capaian Kinerja Bappeda 2021

® Indikator Kinerja Melebihi Target

0 ndilcator Kinerja Sesuai Target

Dari hasil pengukuran kinerja seperti terlihat pada gambar diatas,
pada Tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat)
sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja utama. Adapun
lrlatsa'lI:aengu]ﬂ.u-mzlkim:m:iacl.ari5(lima,]1'![m:li]:ajtl:)rkinf:l:ial.ntrannz;v
ringkasannya adalah sebagai berikut: sebanyak 1 indikator kinerja utama
capaiannya melebihi target dan 4 indikator lainnya sesuai target.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sechingga Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran
dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam
rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Bappeda
Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan
dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2021.

Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang
diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Parigi, 10 Januari 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

H.M. AGUS SATRIADI, S.Pt., MP.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660902 199601 1 002



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), setiap Instansi
Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan
setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban
tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman kepada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2021 penyusunan Laporan Kinerja telah
mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja
tahun 2021.

1.2 Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2021 mengacu pada :

1. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI /MPR/1998 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
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10.

11.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5363);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara atau Daerah.
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan p
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

[nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJ MD, dan RKPD;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} Kabupaten Pangandaran
Tahun Anggaran 2021;
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23.

24,

25.

26.

27,

28.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 202 1s
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun
Anggaran 2021.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 20 16,

Tugas dan Fungsi Organisasi Unit Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai berikut, yaitu :

I. Kepala Badan merupakan unsur perencana penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala
Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan
umum dan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja
sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
bidang perencanaan pembangunan meliputi kesekretariatan, fisik,
sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, data, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang
perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan
nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang perencanaan pembangunan daerah;
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c. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas
kesekretariatan, fisik, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi,
data, evaluasi, dan pelaporan;

d. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur,
keuangan, sarana dan prasarana badan;

e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka
pelaksanaan tugasnya; dan

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja badan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana
dimaksud diatas, Kepala Badan membawahi :

Sekretariat;

Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan;

Bidang Prasarana Wilayah;

Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah;

Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi

umum, kepegawaian, keuangan, program, administrasi kepada

oA p g

seluruh satuan organisasi badan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan ketatatausahaan meliputi administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan dan program badan:

b. Pelaksanaan layanan teknis adminstrasi kepada seluruh satuan
organisasi badan;

C. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksanaan;

d. Pelaksana, memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban;

€. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan,
pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;

f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang dan tugasnya; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya;
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana

diatas, Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Program;
¢. Sub Bagian Keuangan.

LAPORAN KINERUA INSTANSI PEVERINTAM (LKIP} TAHUN 2071
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub
Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab pada Sekretaris,
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat
menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan,
barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan
pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi
kepegawaian lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi:

a. Penyusunan rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir
pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan
kesejahteraan serta disiplin pegawai:

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen
kepegawaian;

c. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan
organisasi badan;

d. Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, dan penyiapan
penyelenggaraan rapat-rapat;

€. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan,

pemeliharaan barang inventaris badan dan keprotokolan;

Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;

Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

=@ o

(=
H

fungsinya.

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi
serta pelaporan pembangunan pragram pembangunan daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
diatas, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana program kerja;

b. Pengkoordinasian pelayanan administrasi peniyusunan rencana
program kerja;

¢. Penyusunan bahan perencanaan program kerja, evaluasi dan
pelaporan dalam lingkup Badan;
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d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Sub Bagian Program.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan,

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pengelolaan dan

penyelenggaraan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;

b. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;

c. Penyelengaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan
dokumen keuangan badan;

d. Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan
badan;

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi
realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;

f. Penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan badan
dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK];

Penyusunan neraca keuangan badan;

@

h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

3. Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh
Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan
koordinasi pembangunan di Bidang Perekonomian, Penelitian dan
Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan
fungsi:

a. koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pariwisata,
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan,
Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian
dan Pengembangan vang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal;

b. perumusan dan perencanaan pembangunan di bidang Pariwisata,
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan,
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Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian
dan Pengembangan;

c. penyusunan Program Pembangunan Tahunan Bidang
Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan;

d. pelaksanaan pengolahan data, pengendalian evaluasi, supervisi,
pengembangan Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM, Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha
dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan;

e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, Bidang

Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan membawahi :

a. Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi:

b. Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan;

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan
Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan
perencanaan dan koordinasi pembangunan di Sub Bidang Pariwisata,
Perindustrian, Perdagangan dan Investasi.

Dalam  melaksanakan tugas, Sub Bidang Pariwisata,
Perindustrian, Perdagangan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan Pengolahan Data/Bahan Perencanaan
Pembangunan di Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM dan Investasi:

b. Penyusunan Perencanaan Program Pariwisata, Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Investasi;

c. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Supervisi di Bidang
Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan
Investasi;

d. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

€. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinva.

Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertangsung jawab kepada
Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan,
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mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan dan

koordinasi pembangunan di Sub Bidang Kelautan, Pertanian dan

Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bidang

Kelautan, Pertanian, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan
pembangunan di bidang kelautan, pertanian, kehutanan,
perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;

b. Penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang
kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan
perikanan serta ketahanan pangan;

c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang
kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan
perikanan serta ketahanan pangan;

d. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala
Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai
tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan dan koordinasi
pembangunan di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subh Bidang Penelitian dan
Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan
pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;

b. Penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang
penelitian dan pengembangan;

c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang
penelitian dan pengembangan;

d. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

4. Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai
tugas pokok memimpin Sub Bidang dalam menyelenggarakan
kegiatan  teknis operasional pengkoordinasian penvusunan
perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana wilayah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Bidang Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Inventarisasi permasalahan bidang prasarana
wilayah.

b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana
wilayah.

c. Pelaksanaan penyusunan rencana program pembangunan bidang
Prasarana wilayah.

d. Pelaksanaan koardinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana
wilayah.

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional
perencana di lingkungan bidang Prasarana Wilayah.

f. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana
diatas, Bidang Prasarana Wilayah membawahkan:

a. Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;

b. Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup.

Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya
Air dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan  serta mengevaluasi di Subbidang Prasarana
Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub
Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di Subbidang
Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Transportasi dan
Prasarana Sumber Daya Air;

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran
Subbidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya
Air;

¢. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbidang Prasarana
Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;

¢. Pelaksanaan, pelayanan administrasi perencanaan pembangunan
daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan
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pembangunan daerah jangka panjang di Subbidang Prasarana
Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;

€. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di
prasarana transportasi dan prasarana sumber daya air, tata ruang
dan lingkungan hidup;

f. Penyusunan kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah
sub bidang prasarana transportasi dan prasarana sumber daya
air;

g. Penyajian data dan informasi di sub bidang prasarana transportasi
dan prasarana sumber daya air;

h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian di sub bidang prasarana transportasi dan prasarana
sumber daya air ;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di sub bidang
prasarana transportasi dan prasarana sumber daya air;

i- Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perencanaan
Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;

k. Penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang prasarana
transportasi dan prasarana sumber daya air; dan

I Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan sub bidang tugasnya.

Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengevaluasi di Sub Bidang Prasarana
Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang
Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang
meliputi bidang prasarana, Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Permukiman, Lingkungan Hidup.

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana
kerja anggaran di bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup:
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C.

Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan

administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan
dan bahan penyajian data dan informasi di Sub Bidang Prasarana
Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian di
bidang Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

O. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala
Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan
kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan
daerah di bidang pendanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pendanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.

‘R

Penyusunan Rencana Kerja Bidang pendanaan pembangunan
daerah;

Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan
koordinasi kegiatan perencanaan pendanaan yang bersumber dari
APBD, APBN, pinjaman dan hibah luar negeri serta sumber dana
lainnya yang sah;

Penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian
usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan
non APBD;

Melaksanakan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang
pendanaan pembangunan;

Melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah;

Melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah;

Melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum APBD;
Melaksanakan koordinasi penyusunan PPAS dan RAPBD dengan
SKPD pengelola keuangan; |

Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah;

Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
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k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana
diatas, Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah membawai :

a. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
b. Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah:

Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengkajian, koordinasi, supervisi dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang
Perencanaan Program Pembangunan Daerah menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang perencanaan program
pembangunan daerah;

b. Melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan
program pembangunan daerah;

¢. Menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan program-
program pembangunan dengan SKPD terkait;

d. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

€. Melaksanakan evaluasi terhadap Renstra SKPD;

Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD);

g Melaksanakan koordinasi pelaksanaan musrenbang;

h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan
umum dan perencanaan strategis di bidang penganggaran
pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang
Penganggaran Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
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a. Penyusunan Rencana Kerja Sub Bidang
Pembangunan Daerah;

b. Pelaksanaan rencana dan kebijakan strategis
pembangunan daerah;

c. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengalokasian
penganggaran pembangunan bersama dengan SKPD pengelola
keuangan daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan umum APBD;
Pelaksanaan koardinasi penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten
bersama dengan SKPD pengelola keuangan daerah;

f. Penyusunan hasil evaluasi terhadap rencana dan kebijakan
penganggaran pembangunan daerah;

g Melaksanakan koordinasi dengan SKPD maupun lembaga yang
terkait;

h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

6. Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat
dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan
pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang
pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat yang meliputi
urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial,
pemuda dan olah raga, kebudayaan, tenaga kerja, serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan, Sosial,

Budaya dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan petunjuk pelaksanaan perencanaan, pengendalian
dan penelitian pengembangan serta supervisi pembangunan
daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang
pemerintahan dan sosial budaya;

b. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah;

¢. Menyelenggarakan  pengkajian  program kerja  bidang
pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
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d. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan
koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan,
sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

e. Penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan
aspek pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan
kesejahteraan rakyat;

f. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan
kesejahteraan rakyat;

g Penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan
pembangunan daerah aspek bidang pemerintahan, sosial budaya
dan kesejahteraan rakyat;

h. Pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya;

i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

i- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana
diatas, Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan
Rakyat membawahkan:

a. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja;

Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin
oleh kepala sub bidang berada dan bertanggung jawab kepada kepala
bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat,
mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan dan
koordinasi perencanaan program dan kegiatan serta pengendalian,
evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat
dan tenaga kerja yang meliputi urusan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan
dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan
dan kearsipan, persandian, serta penunjang urusan pemerintahan
yaitu perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja sub bidang pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat;
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b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan di bidang %
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; T

c. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan di bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

d. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat;

€. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

Sub Bidang Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kesejahteraan
Rakyat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan di
bidang sosial, budaya dan tenaga kerja yang meliputi urusan
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga,
kebudayaan dan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Sosial, Budaya dan

Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja sub bidang pendidikan, sosial budaya;

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan
koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan,
sosial budaya;

c. Penilaian usulan rencana program/kegiatan perencanaan
pembangunan di bidang pendidikan, sosial budaya;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan
pembangunan di bidang pendidikan, sosial budaya;

e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan
pembangunan daerah di bidang pendidikan, sosial budaya;

f. Pengendalian, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan,
sosial budaya; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

1.3.2 Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa potensi yang dimiliki Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah antara lain sebagai berikut :
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Tabel. 1.1
Bidang dan Potensi Bappeda

No Bidang Potensi
1 2 3

Dipimpin  aleh  Kepala Bidang
Perekonomian, Penelitian dan
Pengembangan, Eselon Il yang
membawahi tiga sub bidang yaitu Sub
Bidang Perekonomian Bidang  Pariwisata, Peri::tdustrian,
1. | Penelitian dan d Pgrdagangan dan Investas:l, Sub
| Bidang Kelautan, Pertanian, dan
Perikanan, dan Sub Bidang Penelitian
dan Pengembangan Eselon IV, Staf
Fungsional berjumlah satu orang
: ditambah tenaga non PNS herjumiah
tiga orang.
Dipimpin  oleh Kepala  Bidang
Prasarana Wilayah Eselon Il yang
membawahi dua bidang yaitu Sub
Bidang Prasarana Transportasi dan
9 Bidang Prasarana | Prasarana Sumber Daya Air dan Sub
© | Wilayah Bidang Prasarana Permukiman Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Eselon
IV, Staf Fungsional berjumlah dua
orang ditambah tenaga non PNS
berjumiah tiga orang.
Dipimpin oleh Kepala Bidang
Pendanaan Pembangunan Daerah
Eselon III yang membawahi dua
bidang yaitu sub hidang Perencanaan
3 Bidang Pendanaan Program Pembangunan Daerah dan
" | Pembangunan Daerah Sub Bidang Penganggaran
Pembangunan Daerah Eselon IV, Staf
Fungsional berjumlah dua orang
ditambah tenaga non PNS berjumlah
empat orang.
Dipimpin oleh Kepala Bidang
Pemerintahan, Sosial, Budaya dan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemerintahan,| Eselon 1l yang membawahi dua
Sosial, Budaya dan gidang tahay;laimdan SUI? 'ahBidang
: Raky. emerin esejanteraan
Hespakinen s Rakyat dan Sub Bidang Sosial,
Budaya dan Tenaga Kerja Eselon IV,
Staf Fungsional berjumlah dua orang
ditambah tenaga non PNS berjumlah
tiga orang.

Pengembangan

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran herdasarkan
bidang dan potensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda masih
banyak membutuhkan tambahan pegawai aparatur perencana untuk
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tenaga administrasi dan tenaga aparatur perencana, hal ini dapat
terlihat dari kuantitas staf fungsional di masing-masing bidang.

1.3.3 Sumber Daya SKPD
Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Jjenis kelamin dan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun
2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini -

Tabel 1.2
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan
Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021

PENDIDIKAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH

1 2 I § <
Lulusan SD - - -
Lulusan SMP - - -
Lulusan SMA - 1 1
Lulusan D-3 1 - 1

Lulusan S-1 6 9 15

Lulusan S-2 9 1 10

TOTAL 16 i1 27

Grafik 1.1

Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik Pegawai berdasar tk. Pendidikan
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Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan
jenis kelamin dan usia sampai dengan bulan Desember Tahun 2021
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 1.3
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

LAKI-

USIA LAKI PEREMPUAN | JUMLAH

1 2 3 ¥
20-25 - 1 1
26-30 - 3 3
31-35 1 1 2
36-40 1 2 3
41-45 4 - -
46-50 4 2 6
51-56 7 1 8

TOTAL 17 10 27
Grafik 1.2

Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sampai
Dengan Bulan Desember Tahun 2021
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Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan
jenis kelamin dan jabatan struktural sampai dengan bulan Desember
Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan
Struktural serta Staf Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

LAKI-
JABATAN/ESELON LAKI PEREMPUAN | JUMLAH
I 2 3 4
Eselon I 1 B 1
Eselon III S - 5
Eselon IV 6 6 12
Peneliti - - -
Staf 4 5 g
TOTAL 16 1z 27
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Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan
jenis kelamin dan sebaran perbidang sampai dengan bulan Desember
Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 1.3
Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan Struktural
serta Staf Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021
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Tabel 1.5
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran
Perbidang Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

Bidang Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
1 2 3 4
Sekretariat 4 3 T
Bid. Perekonomian dan Litbang 2 3 5
Bid. Pemsosbudkesra % 1 o
Bid. Praswil 3 2 5
Bid. Pendanaan Pemb. Daerah 3 2 5
TOTAL 16 11 27
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Grafik 1.4
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran
Perbidang Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

Grafik Jumlah Pegawai Per Bidang
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Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Jenis Pendidikan (Fungsional, Struktural dan Teknis Lainnya) sampai
dengan bulan Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut
ini @

Tabel 1.6
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan

(Fungsional, Struktural Dan Teknis Lainnya)
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

NO. URAIAN JUMLAH
(orang)
3

1 2

I | DIKLAT STRUKTURAL
1 | Diklat PIM It :

2 | Diklat PIM III 2

3 | Dikilat PIM IV 5

II | DIKLAT FUNGSIONAL
1 | Diklat Fungsional Perencana 10
2 | Diklat Fungsional Peneliti -

IIT | DIKLAT TEKNIS

1 | Diklat SDM -
2 | Diklat IRIGASI -
: 3 | Diklat KEUANGAN 1
B 4 | Diklat AKIP 1
5 | Diklat Jasa Kontruksi -
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6 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 2

Grafik 1.5

Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan
(Fungsional, Struktural Dan Teknis Lainnya)
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

Grafik Jumlah Pegemsai berdasarkan Jenis Pendidikan
{Strukiural, Fungsional dan Teknis Lainnya)
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Kondisi Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten ll’angan
berdasarkan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Kondisi Pegawai Honorer Bappeda
Berdasarkan Pendidikan Sampai Bulan Desember Tahun 2021

PENDIDIKAN JUMLAH
1 %
Lulusan SD -
Lulusan SMP 1
Lulusan SMA 8
Lulusan D-3 4
Lulusan S-1 14
TOTAL 27

LAPORAN FINERJA INSTANSI PERERBITAN (LKIF) TANUN 2021
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Grafik 1.6
Kondisi Pegawai Honorer Bappeda
Berdasarkan Pendidikan Sampai Bulan Desember Tahun 2021
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1.3.4 Kondisi Sarana dan Prasarana.

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pangandaran berdiri diatas lahan dengan bangunan permanen dan
konstruksi bertingkat seluas 832 M2, berada di Dusun
Karangkamulyan Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran, dengan asal-usul tanah dan bangunan milik
Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan
sebagai berikut :

Tabel 1.8
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kabupaten Pangandaran
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

No. Nama Barang Banyaknya %Keadaan

1 2 3 4

1 | Kendaraan Roda 4 6 Baik

2 | Kendaraan Roda 2 4 Baik

3 | Portable Water Pump 1 Baik

4 | Filing Besi/ Metal 7 Baik

S | Lemari Arsip 6 Baik

6 | Rak Arsip / Kayu 1 Baik

7 | Rak Arsip / Besi 2 Baik

8 | Rak Arsip Gantung / Kayu 4 Baik

9 | Mesin Ketik Manual 1 Baik

16 | Mesin Ketik Elektrik 1 Baik

11 | Mesin Pompa Air 2 I Baik, I Rusak
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No. Nama Barang Banyaknya %‘e“m
1 2 3 4

12 | Kursi Rapat 24 14 Baik, 10 Rusak

13 | Kursi Tamu 2 Baik

14 | Kursi Putar 16 16 Baik

15 | Kursi Kerja 39 29 Baik, 10 Rusak

16 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 11 Baik

17 | Meja Biro 2 Baik

18 | Meja Kerja 24 14 Baik, 10 Rusak

19 | Meja Rapat 4 Baik

20 | LemariEs 1 Baik

| 21 | AC Unit 12 11 Baik, 1 Rusak

22 | Kipas Angin 2 Baik

23 | Kompor Gas 1 Baik

24 | Tabung Gas 1 Baik

25 | Dispenser 1 Baik

26 | Televisi 2 Baik

27 | Wireless 2 Baik

28 | Personal Facsimili 1 Baik

29 | Wireless Access Point 1 Baik

30 Camera Video 3 1 Baik, 2 Rusak
Berat

37 | Handy cam 2 1 Baik, 1 Rusak
Berat

32 | Komputer PC 4 6 Baik, 1 Rusak

33 | Laptop 32 Baik

34 | Notebook 1 Baik

35 Printer 20 19 Baik, 1 Rusak
Berat

36 | UPS Stabilizer 2 Baik

37 | Hardisk Eksternal 8 Baik

38 | Server 1 Baik

39 | Proyekior & Attachment 4 Baik

40 | Layar Provektor 1 Baik

41 | Wireless Microphone i Baik

42 | Brankas 1 Baik
43 | Baterai Kamera 1 Rusak Berat
44 | Tablet Machine 2 Baik
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No.

Nama Barang Banyaknya
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White Board

51
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52

Sound Sistem
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1.3.5 Sumber Daya Manusia dan Potensi Bappeda Kabupaten
Pangandaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda didukung oleh

PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri 1 orang laki-
laki, Eselon III terdiri dari 5 Laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri
dari 6 Perempuan dan 6 Laki-laki. Jabatan struktural Bappeda yang
dijelaskan gambar berikut :

Grafik 1.7
Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumiah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis

Kelamin

[
5
4 M Laki - Laki
3
2 W Peramysuzm
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Eselon i Eselon il Eselon IV
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kehijakan
dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan
Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan
lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam
tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui
pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah
dapat lebih mendukung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD 2021-
2026 dengan bermodalkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi
dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.2 Visi dan Misi
Visi Kabupaten Pangandaran :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada
Nilai Karakter Bangsa”

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten tersebut dilakukan upaya-upaya
yang dirumuskan melalui Misi.

Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang
jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan
dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan
memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah
baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanazn
misi dimaksud. Misi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut -

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, tagwa dan
mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
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2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan
berkelanjutan.

3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai
perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan
kependidikan serta peningkatan kompetensi kelulusan.

4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan
berbasis potensi lokal.

5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan
akuntahbel.

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan
mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tabel.2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda mengacu pada RPJMD
Kabupaten Pangandaran 2021-2026

MISI TUJUAN SASARAN
I 2 3

Misi Kelima: Meningkatkan 1. Mengingkatnya akuntabilitas

Mewujudkan Kualitas dan kinerja bappeda.

reformasi birokrasi | kapasitas tata 2. Meningkatnya sinergi dan

yang melayani, kelola konsistensi antar dokumen

efektif, efisien dan | pemerintahan yang perencanaan pembangunan.

akuntabel baik (good 3. Pemenuhan dokumen

‘governarnce) perencanaan dan
peningkatan kualitas
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah.
4. Meningkatnya pemanfaatan

pengembangan dalam
pembangunan daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
Jjangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi kabupaten serta didasarkan
pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

Sedangkan sasaran adalzah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat
dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yvang lebih pendek
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dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian
(target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan.

2.1.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun
2021

No. Sasaran Indikator

.3 2 3

' Mengingkatnya akuntabilitas kinerja Nilai LHE AKIP Bappeda
Bappeda

Meningkatnya sinergi dan konsistensi
2. | antar dokumen perencanaan
pembangunan.

Persentase OPD dengan
Nilai LHE AKIP
Komponen Perencanaan
diatas 10,95%
Persentase terpenuhinya
Pemenuhan dokumen perencanaan dan | dokumen perencanaan
peningkatan kualitas pengendalian dan | daerah yang berkualitas

3 evaluasi pelaksanaan perencanaan Persentase rata-rata
pembangunan daerah. capaian IKU Perangkat
Daerah
Meningkatnya pemanfaatan hasil Persentase implementasi
4. | penelitian dan pengembangan dalam rencana kelitbangan
| | pembangunan daerah. [

2.1.5 Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Kebijaksanaan dan program merupakan stratejik atau cara untuk
mencapai tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi
instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan vang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil vang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun datam rangka kerjasama
dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan Kinerja
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merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun
kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Kebijakan dan program pada perencanaan kinerja tahun 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel.2.3
Kebijakan dan Program Tahun 2021

No Kebijakan Program
1 2 3
1. | Peningkatan akuntabilitas kinerja - Program Penunjang Urusan
Bappeda Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota
2. | Peningkatan sinergi dan konsistensi |- Program Koordinasi dan
antar dokumen perencanaan Sinkronisasi Perencanaan
pembangunan. Pembangunan Daerah
‘ 3. | Peningkatan pemenuban dokumen - Program Perencanaan,
perencanaan dan peningkatan Pengendalian dan Evaluasi
kualitas pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah.
4. | Optimalisasi pemanfaatan hasil - Program Penelitian dan
penelitian dan pengembangan dalam | Pengembangan Daerah.
pembangunan daerah.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja.

2.2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Kebijaksanaan dan program merupakan stratejik atau cara untuk
mencapai tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
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pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan 5
dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.
Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna
mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian
kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi
untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Kebijakan dan program pada perencanaan kinerja tahun 2021 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tahel 2.4.
Arah Kebijakan dan Program tahun 2021

No Arah Kebijakan Program

1 2 2

1 | Peningkatan akuntabilitas kinerja - Program Penunjang Urusan
Bappeda Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota

2 | Peningkatan sinergi dan konsistensi |- Program Koordinasi dan
antar dokumen perencanaan Sinkronisasi Perencanaan
pembangunan. Pembangunan Daerah

3 | Peningkatan pemenuhan dokumen |- Program Perencanaan,
perencanaan dan peningkatan - Pengendalian dan Evaluasi
kualitas pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah

| pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah.

4 | Optimalisasi pemanfaatan hasil - Program Penelitian dan
penelitian dan pengembangan dalam | Pengembangan Daerah.
pembangunan daerah.

2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah
lembar/dokumen vang berisikan penugasan dari plm;man untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2.5.
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Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

5 Indikator
No. Sasaran Strategis Kinerja Ut Target
1 2 3 e
_ 66,90
IT.1 Nilai SAKIP -
67,15
1 Mengingkatnya akuntabilitas IS.1 Nilai LHE AKIP 67 03%
) kinerja bappeda Bappeda i
IT.2 Nilai SAKIP Kab
Komponen
Perencanaan di atas i
22,249
IS.2 Persentase OPD
Meningkatnya sinergi dan dengan Nilai LHE AKIP
2. konsistensi antar dokumen Komponen 62,86%
perencanaan pembangunan. Perencanaan diatas -
10,95
’ IS.3.1 Persentase
Meningkatnya pemenuhan  terpenuhinya dolmmen )
3.1. | dokumen perencanaan dan i6G%
. ; : perencanaan daerah
peningkatan kualitas pengendalian yang berkualitas
dan evaluasi pelaksanaan
A peml IS.3.2. Pementase rata-
30, |PE rata capaian realisasi 76,50%
daerah.
IKUPD
Meningkatnya pemanfaatan hasil | IS.4 Persentase
4. | penelitian dan pengembangan implementasi rencana 65-85%
dalam pembangunan daerah. kelitbangan
2.2.3 Laporan Anggaran per Sasaran
Tabel. 2.6.
Sasaran dan Pagu Anggaran Tahun 2021
No Sasaran Strategis
(Rp)
I 2 3
1 | Mengingkatnya akuntabilitas kinerja bappeda 1.212.370.689
2 | Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar
dokumen perencanaan pembangunan. 2.676.563.250
3 | Meningkatnya pemenuhan dokumen perencanaan
dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi 3.324.265.178
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
4 | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan 1.004.099.101
pengembangan dalam pembangunan daerah. e o
Jumlah 8.217.298.218
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3.1

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Analisis Kinerja Organisasi
1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja dan Pengukuran Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses
penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran vang telah
ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan
sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan
jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan
efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian
target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi
pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan
indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran
ini merupakan upaya konkrit dalam memformulasikan tujuan strategis
organisasi sehingga lebih terwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga
harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini
terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja
yang digunakan.

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain :

a. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin
dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang
sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu
yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan
organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran;

b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak
langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-
indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja
secara langsung;

€. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran

organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran
kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa
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diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan,
sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan
indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan;

d. Evaluasi kinerja.
Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima
informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai Organisasi.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek,

antara lain:

a. Kelompok masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

b. Kelompok proses adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan,
ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

c. Kelompok keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun
tidak berwujud.

d. Kelompok hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang
mempunyai efek langsung.

e. Kelompok manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir
dari pelaksanaan kegiatan.

f. Kelompok dampak adalah pengaruh vang ditimbulkan baik positif
maupun negatif.

g. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten
Pangandaran dalam penyusunan LKIP ini dilakukan dengan
mengolah data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan
data yang berasal dari dua sumber yaitu data internal dan data
eksternal. Data internal yaitu data vang berasal dari Sistem
Informasi yang ada pada Bappeda Kabupaten Pangandaran baik
laporan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan,
triwulanan maupun laporan kegiatan lainnya yang bersifat
insidental, sedangkan data eksternal berasal dari
dinas/instansi/lembaga terkait,

Setiap sasaran harus menghasilkan kinerja yang terukur.
Kinerja sasaran adalah hasil yang diperoleh atas implementasi
Suatu sasaran yang dilakukan secara penjabarannya sampai ke
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taraf kegiatan, Tolokukur yang digunakan untuk menilai
kebcrhasilanpencapaiankineljasasaxanadalahden@nmengukln
capaian atas target berdasarkan indikasi yang ditentukan.
Pengukuran Pencapaian Indikator Sasaran dilaksanakan dengan
memperhatikan formula sebagai berikut :

a.IS 1 = Nilai LHE AKIP dari Inspektorat

b. IS 2=]mlahPdeng£AﬂPKmMmm>lm
- Jumiah PD Se Kabupaten Pangandaran

x 100%

r e o x 100%
mmmmmmmmmm

c.IS3.1=

IS32 = X Persentase capaian IKU Perangkat Daerakh

Jumlah Selwruh IRU Perangkat Dasrakh z1

X Eelitbangan dalam REPD

.15 4 =xxdit&mgmda!mﬂjﬂnlm

x 100%

2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Strategis
diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :
Tebel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
R Sakatan Stis Indikator Target . aﬁi Capaian
° e Kinerja Utama ™ | 5 (%)
I 2 3 4 5 [
66,90
I IT.1 Nilai LHE AKIP = 67,03 | 9982
67,15
1. | Mengingkatnya IS.1 Persentase nilai -
akuntabilitas kinerja LHE AKIP Bappeda 67,03 /,03 100
Bappeda
1 § IT.2 Nilai LHE AKTP
Kab Komponen 22,40
Perencanaan di atas 2240 (wstiomsi) s
22,24
2. " " . | IS.2 Persentase OPD
= gatny : g dengan Nilai LHE AKIP
dan konsistensi antar K omnesoasads 65,71 65,80 100
o I Perezgo:lnaan diatas i
pembangunan.
10,95
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3. | Pemenuhan  dokumen |IS.3.1 Persentase
perencanaan dan | terpenuhinya dokumen 100
peningkatan kualitas | perencanaan daerah
pengendalian dan | yang berkualitas
evaluasi  pelaksanaan | IS.3.2. Persentase rata-
perencanaan rata capaian realisasi 76,50 ;?ﬁﬁg 100
pembangunan daerah. IKU PD
4. | Meningkainya IS.4 Persentase
pemanfaatan hasil | implementasi rencana
penelitian dan | kelitbangan 65-85 | 66,67 100
pengembangan dalam
pembangunan daerah.

capaiannya

Berdasarkan tabel di atas bahwa ada 5 (lima) indikator sasaran yang telah
ditetapkan pada tahun 2021, 4 {empat) indikator mencapai target dan 1 (satu)

indikator melampaui target, dengan catatan bahwa 2 indikator sasaran

bharu estimasi

karena  menunggu

evaluasi Inspektarat

Provinsi/Kemenpan RB dan menunggu laporan capaian IKU dari OPD.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.
Tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Pangandaran tahun 2021 sebesar
100,18% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.
(99,89% + 100 + 100% + 101% + 100%) / 5 = 100,18%.

3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran

terhadap Indikator Strategis

diperoleh capaian kinerja tahun 2021 dengan rincian sebagai

berikut :
Tabel. 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Reali
Indikator Target Capaian
No Sasaran Strategis Kinerja Utama (%) ﬂsi(%' (%)
1 2 3 2 & &
66,20
I IT.1 Nilai LHE AKIP - 57,03 | 99,82
67,15
1. | Mengingkatnya IS.1 Persentase nilai
akuntabilitas kinerja LHE AKIP Bappeda 67,03 (21:’-;23;, 100
Bappeda
IX IT.2 Rilai LHE AKIP
Kab Komponen 22 40
 Perencanaan di atas w0 | festimasi e
22,24 '
2. | Meningkatnva  sinergi | 1S.2 Persentase OPD 65.71
dan konsistensi antar | dengan Nilai LHE AKIP : - 6580 - 100
dokumen perencanaan | Komponen e
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pembangunan. Perencanaan diatas
10,95
3. | Pemenuhan  dokumen | IS.3.1 Persentase
perencanaan dan | terpenuhinya dokumen 100
peningkatan kualitas | perencanaan daerah
pengendalian dan | yang berkualitas
evaluasi  pelaksanaan | IS.3.2. Persentase rata-
perencanaan rata capaian realisasi 76,50 77_*50.] 101
pembangunan daerah. | IKU PD
4. | Meningkatnya IS.4 Persentase
pemanfaatan hasil | implementasi rencana
penelitian dan | kelitbangan 65-85 | 66,67 100
pengembangan  dalam
pembangunan daerah.
2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Strategis
diperoleh capaian kinerja tahun 2020 dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel. 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
: Indikator Target Reali Capaian
No Sasaran Strategis Kiner{a Utama (%) sasi (%) (%)
1 2 3 4 3 &
Mengingkatnya Nilai LHE AKIP
1. | akuntabilitas kinerja Bappeda 85 89,88 106
bappeda
Meningkatnya tata Nilai LHE AKIP
. kelola pemenntahan unsur 19 2224 117
yang efektif dan perencanaan
akuntabel
Meningkatnya sinergi Persentase
dan konsistensi antar sinergitas dan
3. dokumen perencanaan | konsistensi 20 S 109
pembangunan. perencanaan
Tersedianya data dan Persentase data
informasi untuk dalam
penyusunan dokumen Pangandaran
e perencanaan Satu Data 0 100 bl
pembangunan daerah
yang berkualitas

Berdasarkan tabel di atas bahwa ada 4 indikator sasaran yang telah
ditetapkan pada tashun 2020 dan telah melampaui target. Pengukuran
tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.
Tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Pangandaran tahun 2020
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sebesar 110,71% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian
sasaran. (105,74%+ 117% + 109% + 111,11%) / 4 = 110,71%.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber
daya untuk tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Capaian | Penyerapan | Besaran
Sasaran Strategis Rinexin Kinerja A Efisiensi
i 2 3 4 3
Mengingkatnya Persentase nilai
akuntabilitas kinerja LHE AKIP ?ﬁ‘;‘ﬁi{f} 91,44%, ti’ﬁiﬁ
Bappeda Bappeda
Persentase OPD
Meningkatnya sinergi dan | dengan Nilai
konsistensi antar LHE AKIP 100% 48.979% 51,03%
g . . " S =
dokumen perencanaan Komponen {estimasj) {estimasi)
pembangunan. Perencanaan
diatas 10,95
Pemenuhan dokumen Persentase
perencanaan dan terpenuhinya
peningkatan kualitas dokumen o
pengendalian dan evaluasi | perencanaan ot BFAs% i
pelaksanaan perencanaan | daerah yang
pembangunan daerah. berkualitas
Persentase
e 101% 13,55%
capaian P a 87.45% A i
realisasi IKU : :
PD
Meningkatnya Persentase
pemanfaatan hasil implementasi
penelitian dan rencana 100% 35,05% 44 95%
pengembangan dalam kelitbangan
pembangunan daerah.
Formula Besaran Efisiensi = S2P%n Kinevje (%) _Fenyerapun Anggarasi®) . 4 onoc

Capaion Kinerje (%)

Menurut Coelli, et.al (2005) bahwa : “Terdapat dua teknik untulk
mengukur efisiensi, yaitu orientasi input dan orientasi output, dalam kaidah
efisiensi anggaran, pengukuran efisiensi yang berorientasi pada input lebih
tepat untuk digunakan, hal ini disebabkan karena dalam pengukuran
efisiensi yang berorientasi pada input menunjukkan sejumlah input dapat
dikurangi secara proporsional tanpa mengubah jumlah output yang

dihasilkan”.

Berdasarkan tabel di atas besaran efisiensi 5 {lima} indikator
sasaran dilihat dari perspektif Coelli, et.al sebagai berikut :
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a. Persentase nilai LHE AKIP Bappeda.
Indikator sasaran ke 1 (satu) besaran efisiensinya hanya 8,46%
(efisien) karena dari capaian kinerja 99,95% menyerap anggaran
sebesar 91,44%.

b. Persentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan
diatas 10,95.

Indikator sasaran ke 2 (dua) besaran efisiensinya sangat signifikan
yaitu sebesar 51,03% (sangat efisien) karena dari capaian kineria
100% menyerap anggaran hanya sebesar 48,97%.

c. Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan daerah yang
berkualitas.

Indikator sasaran ke 3.1 (tiga titik satu) besaran efisiensinya hanya
12,55% (efisien) karena dari capaian kinerja 100% menyerap
anggaran sebesar 87,45%.

Persentase rata-rata capaian realisasi IKU Perangkat Daerah.
[ndikator sasaran ke 3.2 (tiga titik dua) besaran efisiensinya hanya
13,55% (efisien) karena dari capaian kinerja 101% menyerap
anggaran sebesar 87,45%.

d. Persentase implementasi rencana kelitbangan.

Indikator sasaran ke 4 (empat) besaran efisiensinya sangat signifikan
yaitu sebesar 44,95% (sangat efisien) karena dari capaian kinerja
100% menyerap anggaran hanya sebesar 55,05%.

4. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian target kinerja tahun 2021.
Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber
daya untuk tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2021

Emalilicaiton Target BReslisasi | Capeian Amggrarmm Eraflail Capelizs
Sasoramn Namna Frogyoms
Himezfz (e ] ) 28) Logmeres (e
2 3 4 5 (] ¥ & = g
Mengingkatnya Persentase Programm
alkuntabilitas kinetja nilai SAKIP Penunjang
Bepgeaks. Bupeni orgs | SR | wwee | tmeem : PIARFMLGRD | SRS T
: Enbupotes f Koty
- Meningh Iy 5 B 3 Frograu:
- don Bemvistrosfontar | OPE Sragee ] | Borepdinpes e i
ehafcemmen Biiek EEEE AR 85FE [ aase Skmsiand . 2 -
———— e _ (Rntimy § 1453 T — e S BB e e | koL
pembangnree, | Peorormnsem | Pembempmnoe ]
chiotas 1SS Daevake
Feamenuhon del Pe - g
perencanan dan = o - Prrearamunsg,
peabgioinn edines cledcetien oy Bk Ty Femgrintainm Ry O e B b= S T st G
penge mlalizn dan Pemmanean ke Evalosesi
evalunsi pelnksemonn | doeral vang Pembamsmnn
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pembmmgunan dacrah, | Persenmse
Tata-rata
capaian 76,50 l=77'5° 101
realisasi IKU

PL

e ke dan R 53 ST i) Presnge aiag i T e, T FIETEREFT FEE
pengembimgan dakun | keBivmgam Disezads.
pembangnnan deerah,

&
&

Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun
2021 melaksanakan 17 kegiatan yang tercakup dalam 4 program, seluruh
program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 5 (ima) indikator
sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Kabupaten
Pangandaran Periode Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan.

Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk
mendongkrak pencapaian kinerja ke lima indikator Bappeda Kabupaten
Pangandaran sebesar Rp. 12.063.337.189,- Berdasarkan data, tahun anggaran
2021 pada program kegiatan utama Bappeda yang ditujukan untuk mencapai
target kinerja kelima indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari
alokasi sebesar Rp. 12.063.337.189,- yang diserap sebesar Rp.
8.665.837.946,- atau terdapat efisiensi sehesar 7 1,84% Rp.
3.397.499.243,- Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda
Kabupaten Pangandaran secara umum telah berhasil mencapai target kinerja
yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan
lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Remja). Hal ini
terbukti bahwa pada tahun 2021 dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Kabupaten Pangandaran 4 (empat) indikator realisasinya mencapai
target dan 1 (satu)} indikator melampaui target. Keberhasilan tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor baik internail maupun eksternai yaitu :

a. Ketepatan output kegiatan yang mengacu kepada dokumen
perencanaan, walaupun adanya kebijakan refocusing dan
mendahulukan program sangat prioritas di tengan masa pandemi covid
19 dengan kondisi keterbatasan anggaran.

b. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal ini tidak terganggu dengan
adanya masa pandemi dengan berbagai Konsekwensinya.

c. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana
kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA
Bappeda Tahun Anggaran 2021, karena tanpa komitmen hal tersebut
akan mengganggu terhadap akselerasi pencapaian target kinerja.
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3.3. Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran
dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan
kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output
dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu
kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target,
sedangkanrealisasidanasamaataulebihrendahdaﬁtarget,sedangkan
inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara
realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Efektifitas adalah
perbandingan antara ratio pencapaian ouicome dengan ratio pencapaian
output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian
outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output,
sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah daripada
pencapain output. Pada tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran melaksanakan 4 (empat)
Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan dukungan
anggaran Rp. 12.063.337.189,- sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Realiasai Tahun 2021

o Urainn Endihatos Kincrjn Tasges Hincrja Mf"_:ﬂ-w Faes Biealisas; || Halassss
Einesj | Persemin
= e
I 2 3 4 4 5 & T 8 2
BADAN 12.063.337.18 | 8.665.837.9 TLB%%
PERENCANAAN 9 46
PEMBANGUNAN
EBARRAK:
TRURAN ILOI7ETOES | B IDE 1205 VT
PERERCANA AN k3 21
X PROGRAM Persewtase Nilal Salkip 20 % 90,00 | % SOG2.400660 | 43023306 1000 B O
FENUNJANG Unsur Perencaraon ix
URUSAN yang efelktif dan
PEMERINTAHAN akuntabel bappeda
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Pereacamsas el Tolkoumeem A0 Tommen 4,00 Belmesen ZILAE i 2L AR jiliiki] D,
Peagangouran, dan Pz, @ W
Eveicasi linesjs PR SR, i
Peranghat Dacrak Ewnberasi Kinerja
Penyusunan Jumiah dokomen A 0K} Dokumen 4,00 Dolonmses 21 A5 LA 100.9 100,00
Dokumen perencanaan peranghatl o= 5
Perencanaan daerah yang tersusun
Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Jumlah evaluasi yang - Dokumen - Dokumen 0,00% 0,00%
Peramglont Devessly dlitaleesmrloam dien Bl el
Ao
Adumimisirasi Fersentase O, % 00 | % FIEEBIBATE | IBBEAGEA | 1GLD | B
Henmagan Administrasi Kemangen | 00 o i L]
Perangicat Dacrab Perangiat Dacrah
FPenyedisan Gaji Jumlzh ASN vang 2700 | Orang 2700 | Omsng 3820 GIBUTL polbe, i 1009 83.43%
dan Tunjangan ASN | mendapat fasilitasi 17 e
penyediaan gaji dan
tunjangan
Pelaksanaan | Jumlah penatausahaan 24,00 Bulan 24.00 Bulan 45.659.500 45.659.500 100.0 100,00
Feongujien/Veriitkas | Henungan SHPD
i Hemag: SKED
Koordingsi dan Jumish koordinnst dan LR Bokumen 1,00 Bokumemn A SET.000 RSN 1060 48 38%
|3 33 o o . AERT Tk i
| Akhir Tabun SEPE BEFE difdesannda
Koordinasd dan Fumlcah poran - Erokmnen - Drodasmes: = = LorN | Co0%
& L £
Lap H 5 b M Tiierakme f e
Buk f Triwak SRETD yosg
1 Scmest oxan BRI RS
SHPE
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No Uraian Indikator Kinerja Target Hinerja Wm WI Pagn Realisasi
1 2 - ] 4 4 & &
Adwministrosd Percemitess LoD, e 1000 | % LR 2] R TR
Barssy Bk Administrasi Barong oo a
Dacrah pada Dacrah pada
Peranglat Dacvah | ey
P h jumlzh Barang Milik 12,00 Bulan 1,00 Bulan 2100000 g v e X
Barang Milik Daerah pada SKPD yeng
Dacrah pada SKPD dikelola
Adwinistyank Pexsentnae 100, O 1000 | %, R AT 00, N T A LN
Eepegawsizn Admimistensi L] L]
Peranglcst Dacrakh Hepeguwainn Peraoglet:
Dacral
Hoordinass dan Jumnlah Jooord e 12,00 Bualam 12,00 Brenkam 225550008 LI ) 000 DX AT
Pelaksanasn Sistem | pelaksansan sistem %
Informasi informasi kepegawaian
Hepegawaian yang dilak ik
Administrasi Persentase 100, % 100,0 | % 234.858.247 218.357.371 100,06 9297%
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain merupakan media
pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja
Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKIP ini
merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Pangandaran dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat
diperiukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan
rencana dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
pencapaian misi dan tujuan. Laporan ini memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari
visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan
laporan pengukuran kinerja terhadap Indikator Capaian Kinerja yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang
mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

4.2 Kendala - Kendala

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dicapai oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran
2021 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam upaya
merealisasikan sasaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya
adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran terkadang
tergantung kepada anggaran pemerintah pusat dan provinsi, sehingga
dalam  perencanaan pembangunan  pengalokasian anggaran
pembangunan sering kali tidak sesuai anggaran yang diperuntukannya.
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4.3

2. Terbatasnya anggaran DAU mengakibatkan badan/ dinas /kantor/
lembaga yang memiliki akses ke pusat dan pembiayaan akan
berinteraksi langsung ke pemerintah pusat atau provinsi.

3. Perlu peningkatan sinkronisasi program pembangunan antara pemrintah
pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

4. Evaluasi efektifitas dokumen perencanaan dalam memenuhi harapan
masyarakat.

5. Tingkat partisipasi masyarakat (demokratisasi) dalam proses
perencanaan.

6. Peningkatan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan dan forum
Perangkat Daerah.

Pemecahan Masalah
Permasalahan tersebut diatas diantisipasi dengan cara melakukan
evaluasi secara berkala, sehingga diketahui penyebab timbulnya kendala-
kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran harus terus
menyusun dan mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga
tahun-tahun mendatang permasalahan tersebut dapat diminimalisir.
1. Perlu peningkatan pola pendanaan dari pihak lain melalui CSR.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi
dengan pemerintah daerah.
3. Melakukan evaluasi secara berkala dokumen perencanaan dalam
pemenuhan harapan masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya proses perencanan
pembangunan.
5. Membuat regulasi perencanaan pembangunan yang komprehensip dan
berkelanjutan
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi
akuntabilitas Kinerja serta penyempurnaan dokumen perencanaan periode
yang akan datang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
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Tip./Fax. mj 2641135, surel: perencanaanis

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dusun Karangkamulyan, RT/RW: 02/02, Desa Cimfalkarys

EABUPATER PANGANDARAR
Nomor 11884/ 4 /Bappeda 01/2022
Lampiran : 1 (Satu} Berkas

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LEIP}
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

EARDUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

-

KABUPATEN PANGANDARAN

a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerjz Instansi

Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah
Kabupaten Pangandaran, dipandang perlu untuk
menetapkan Panitia Pelaksana Kegjatan Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Eabupaten
Pan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurup a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepela
Badan Perencanaan Pembangunan Desrah Kabupaten
Pangandaran.

. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor Xi/MPR/ 1998

Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Negara vang Bersih
mmmmmmmmmm

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun l%ﬂm?ﬁ,mmm
Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

- Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran WNeoarm Dareshii



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambealemn

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2004
Komor 66, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negzu'a Repubhk Indonesia
Tahun 2004 MNomor 125, Tambahen Lembars Negzra
Republik Indonesia Nomor 4437) sebaymmmdmhh
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomos 32 Tahun 2004 tentenmg Pemerint
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm m
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang—-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbengan Keuangan antara Peme
Pemeriniahan Daerah (Lembaran mwlm
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomer 12 Talbmm 2011 tentang
Pembeniukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

UndangUndamg Homor 21 Tahuom 2012, tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

ximﬂmmmnmmwmmm

mmmmmnmﬁmmm
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Usrusan Pemerintahen anters Pemerintakh,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daezah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

m&mm&mmmm
aebamuate!ahdmha}imwm
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Anggaran Pendapatan dan Belanja m

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tabun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2011
Tahun 2010 tentang Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Instruksi Presiden Republik Indomesia Nomor 5 Talun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinesja, Pelaporan Kinerjie den Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daersh
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negevi Nomor 21 Taluam 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerakh;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahum 2017
tentang Taia Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang
RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten P s
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran m 5 Tahtm
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
tentang Orgenisasi dan Tata Kerja Orgemisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pangandaran;

24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Or@msas:.,
Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tumdm Tata Kerja Badan Perencansan Pembanguna




27. Peraturan Bupati Pangandaran Hcmw m Tahml 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD} Kabupaten Pangandaran Tabun Anggaran
2021;

28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tabun 2021
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pangandaran Tahun
Anggaran 2021.

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PAMITIA
PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN HIERIA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PERENCAI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN
ANGGARAN 2021,

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran schagaimana
tertera dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA - Biaya akibat dilakukannya keputusan ini dibebankan kepada
APBD Tabun Anggaran 2022 pada Badan Perencanasn
Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditctapkam dan apabila
perubahan dan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : /0 Junuasi 2022

KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMB/
KABUPATEN P, :

4

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Bupati Pangandaran;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Inspektur Kabupaten Pangandaran.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kaburpaten Pangandaran




ej088uy ureIdoig

ueBed qug wped wnw euowdunyg vrey 8
: SlaeIe g weifold Beqnews] | 4
YeAB[ip, BUBTEsR.] BUBPIg Wi 7 UWA[y, BUBIONEIG PIaEY | 'O
BISSY WS | o
uep BAwpng releog ‘wayEIuLOuISg BUepg wnjey | uep wASpng [eisog ‘UsyeIuMewed Plqey
: FUUIIT UBp uBjUIoUONaIad BUBDIY ¥T3ay] _BuEq)yT Uep USIWIOUoNeIed piaey | b
Helee( usunsuequsd uveBUBpUad BUBPIH BhIoy (BJ8B(] UBUNBUB]Ua ] UBBUBPUS] PIgey] e
qeme[ sunssueus SLTeReS || Z
uBEpuEsueg ustedngey | .
A ) - sﬁuwnnm Bpaddeg eredey | I
veduviejey uwyejey uvjeqgep sWUQ Bejegep oN
s 1202 NAHVIL NVEVANVONV NELVANav) HVNAvVA NVNADNVENED NVVNVONTHES NVavE .
HVLNIMENEd ISNVISNI VONENIE NVHOdVYT NVNNSNANE
NVIVIOEH VNVSHVIEd VILINVS
NVEVANVONYd NELYINEVY HYNEVA NYNNONVENTEd NYYNYONENEL NVaVE
HVINIHINE ISNYLENT VLEENTM NVNOdVT NYNNSOANEd NVIVIOEN VNVEIV IS VILINVd ¢ Buejua,
2gog Wenuep Q) e8fue,
geoz/epadded/ O /pger 10wo)

uBepuelued usyedngey Yuieeq uvunSuequed UevuBouslod Uepeg wedes uesninday yeang 'y unljdure



“eAufisey uep jelp isejussasd ueyeq - ueyeq uesdeifusy

BYIJEW)SIS [BNSSS uryYR( JIpaduaw / BIeUsy

qejunswed isuejsu elioury sejiqejunyy usiode] vjep ueyeq-ueyeq uenduwnsusy

1 8308

120z unye], verepuedued ueiepuelued usjednqey vpaeddeqg yejunewred suejsu] elzoury usiode] usunsniusd uwyeq ISeSLIEIUAUIST

: sprejax

‘uerepuedue usjednqesy| yeloe ueungueqr

urRUBOURIY] uepeq pndipw Zued 1202 cs:..w.w yejunawed sueisu] elioury uerode] usunsniuad siingel ueeuessye[ed weep Jnjedt
: en:

"uejeldey BAuaIyBIaq SZuIy uwe(Sey] vAursnuip yeles ‘ueyejuneuwed ueeredfusjeluad exFuer U

1¢0g unye], uerepuefiued cwumgﬂnwm epaddug yejuuaweg suejsu] vloury uesede] ueunsniusd ueeuesyedd seje qemeSunssue)
: qemep Funfsuen

‘120z unye], uerepuesd

usyednqey] epeddeg ywjuLawed jsueisu] eloury ueloder wrerep usyduenip Sued uvrepuedueg usrednaey| 1p ueyeuniowad ueerediusaL
wjdues werep nyepsq fued ueinjerod ueBuep renses vloury uwviode] ueunsniusd reusuowr ueB(Iqey - uesefiqey uBNyerest

: yexedh
1202 NNHVI NVAVANVONVI NELVINIVE HVYAVA NVNNONVENEd NVVNVONTNEd NVave
(dIM1) HVININEWEL ISNVISNI VONENIY NVIOdVT NVNASAANEd YNVSHYIEd WLL
SVONL NVIONIN
ZTog enuel o) ! v
geoe/epeddeg/ 6 /v'881: pS

NVEVANVONYd NHLVdNEYI VAEddVE VIVdHN NVSNLAdEY '€ NV



